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Kata Kunci : Tindak Pidana, Medias, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah tangga pasal 1 ayat (1) menyatakan: kekerasan dalam rumah tangga adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak disebutkan bahwa
mediasi merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi
dilakukan di Pengadilan. Akan tetapi Penulis menemukan mediasi dilakukan oleh
Polres Bener Meriah dalam menyelesailkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Pertanyaan yang timbul adalah: (1). Apa dasar hukum mediasi di
polres bener meriah? (2). Bagaimana prosedur dan mekanisme mediasi dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener
Meriah? (3). Bagaimana Efek yang timbul dari KDRT yang ditinjau dari Undang-
Undang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Figih? Jenis
penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi (mixed methods) yang
memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan perpaduan
antara penelitian kepustakaan (library research) dengan penelitian lapangan (field
research). Hasil dari penelitian ini ada tiga: (1). Adapun dasar hukum Polres
Bener Meriah melakukan mediasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Kepolisian
Kapolri Nomor Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009. (2).
Prosedur dan mekanisme mediasi dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah dilakukan oleh Kanit Perlindungan
Perempuan dan Anak. Dengan adanya tahap pelaporan, tahap pemanggilan, tahap
mediasi, dan tahap keputusan perdamaian. Mediasi dilaksanakan di Kampung
korban dan pelaku, dihadiri oleh aparat Kampung dan Polisi sebagai mediator. (3)
Efek atau dampak yang timbul dari kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan
oleh korban adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit, dan ketakutan.
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TRANSLITERAS

Daam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Trandliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab adalah sebagal berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
1 Tidak 16 ¢ t dengan titik di
dilambangkan ; bawahnya
z dengan titik di
2 b 7 ¢ bawahnya
3 t 18
. sdengan titik di
4 $§ atasnya 19 gh
5 i 20 f
h dengan titik di
6 h bawahnya 21 q
7 kh 22 k
8 d 23 I
9 7 z dengan titik di o4 m
atasnya
10 r 25 n
11 z 26 w
12 s 27 h
13 sy 28
sdengan titik di
14 3 bawahnya 29 y
d dengan titik di
15 d bawahnya
2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
trandliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, trangdliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
Fathah dan ya ai
....... Fathah dan wau au
Contoh
S = kaifa,
Jdss  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
tranditerasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
| Fathah dan alif atau ya a
o Kasrah dan ya T
o Dammah dan wau a
Contoh:
=qgala
<) =rama
J& = gila
J5% = yaqulu

4. TaMarbutah ()



Trangliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, trandliterasinya adalah t.

Tamarbutah ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, trandliterasinya
adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah () diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah () itu ditrandliterasikan dengan h.

Contoh:

JubY1 iy, : raudah al-atfal/ raudatul atfal
y30) dnadt : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

i=b  :Talhah

Modifikasi

1

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa trandliteras,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut gjaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumahtangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan
yang terjadi dalam satu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi
tertentu yang mengesahkan penindasan disuatu pihak, baik perseorangan maupun
kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan
yang ada dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi
terhadap suami menuntut istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian
juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagal mitra oleh orang tuanya.

Ideologi ini muncul sgak lama dan sudah mendarah daging dalam
masyarakat. Masalah muncul setelah ada tranformasi ideologi dan budaya lain
yang sulit diterima. Informasi bahwa setigp orang mempunya hak yang sama
tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan
perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan.
Seorang istri mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan
orang tuanya dianggap tidak lazim, ketidak laziman ini kemudian sering kali
diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga hanya dengan kekerasan dalam rumah tangga, terjadi
karena adanya relas kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan

perempuan (istri). Kondis ini tidak jarang mngakibatkan terjadinya tindak



kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari
otoritas yang dimilikinya sebagai seorang kepala keluarga.

Terkait masalah kekerasan terhadap perempuan di atur dalam dokumen
HAM vyaitu Piagam HAM PBB, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan
politik, Kovenan Internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan. Di tingkat Nasional pemerintah telah meratifikasi Konvensi
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1984 dan pada Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk
mencegah segala bentuk kekerasan.

Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami
oleh masyarakat sebagai halnya yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka
pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk
melakukannya pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat
penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mediasi maka para pihak
akan duduk bersama untuk memecahkan masalah diantara mereka. Korban akan
terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan dalam pengambilan putusan. Sifat
mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus
kekerasan dalam rumah tangga, karena terjadinya dalam ranah personal yang tidak

diketahui oleh masyarakat lain.

! Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, ( Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), him 50.



Mediasi dalam kamus hukum Indonesia berasal dari bahasa inggris
mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang
melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima
pihak-pihak yang besengketa.? Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap
proses hukum yang selau dipandang tidak efisien selama ini, sehingga
masyarakat terutama korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk
melaporkan apa yang menimpa mereka, karena anggapan bahwa proses hukum
yang mereka lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Di Indonesia mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata dan
bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki
payung hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan pengertian
mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Adapun penulis mengambil sampel kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang diselesaikan melalui medias oleh pihak POLRES Bener Meriahyang
mengharapkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara secara
damai dan kekeluargaan yang bersumber dari Kanit PPA POLRES Bener Meriah
yang mula terhitung sgak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai

berikut.

B. N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet. 1 ( Jakarta: Sinar Harapan, 2006), him 168.
3K etua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik
IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,



Tabel Penyelesaian Tindak PidanaKDRT Melaui Mediasi.

No Nama Kasus No. Surat
Kumbang (N.S) dengan - No.Perkara

1 | sergja(N.9) Kekerasanfisk | gy1/011/x/2014

Fisikdan

5 Lebah (N.S) dengan Mawar | Penelantaran g&ﬁ;ﬂr\? 12013
(N.S) ekonomi
Sesongot (N.S) dengan | Penelantaran No.Perkara

3 Anggrek (N.S) ekonomi BM/007/V11/2014

Sumber :Kanit PPA POLRES Bener Meriah.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, tidak terdapat
pasal-pasal yang menyatakan bahwa mediasi dilakukan oleh pihak Kepolisian.
Dalan poksinya Kepolisan Republik Indonesia hanyalah melakukan
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan medias
seharusnya bukan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Melainkan
dilakukan oleh pengadilan yang mana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. akan
tetapi penulis menemukan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga
diselesaikan melalui mediasi oleh Polres Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) “ kekerasan dalam rumah tangga adalah
setigp perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, seksual,



psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga”. Apabila terjadi kekerasan, maka
penyel esaiannya melalui proses mediasi penal.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui
mediasi di Polres Bener Meriah, mediasi dilakukan dengan tahapan pelaporan
yang mana dilaporkan oleh Koban KDRT kepada Kanit PPA Polres Bener
Meriah. Dan pelaporan datang dari korban KDRT itu sendiri dengan cara
menceritakan duduk permasalahannya.

Setelah ada pelaporan balk dari aparat kampong maupun dari pelaku,
maupun dari korban proses selanjutnya Kanit PPA melayangkan surat panggilan
kepada yang bersangkutan untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, dan
telah disetujui oleh para kedua belah pihak, biasanya diberi waktu satu
minggusejak surat dilayangkan.

Tujuan penulisan proposal skripsi ini untuk mengetahui bagaimana proses
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melaui medias di
POLRES Bener Meriah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme
penyelesaian kasus KDRT melaui mediasi di Polres Bener Meriah, serta
mengetahui apa dasar hukummediasi di POLRES Bener Meriah dan apa efek atau
dampak yang timbul dari KDRT yang ditinjau dari tujuan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan figih.Penyelesaian kasus
KDRT melalui mediasi di Polres Bener Meriah membuat penulis tertarik ingin

meneliti lebih dalam lagi. Maka penulis mengangkat judul proposal skripsi ini



dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas dan
agar penelitian ini mengarah pada persoaan yang dituju, maka penulis membuat
rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1.2.1. Apakah dasar hukum mediasi di Polres Bener Meriah ?

1.2.2.Bagaimana prosedur dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah ?

1.2.3.Bagamana efek medias kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener

Meriah ?

1.3. Tujuan Pendlitian

1.3.1.Untuk mengetahui prosedur dan meknisme mediasi dalam penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah.

1.3.2.Untuk mengetahui dasar hukum mediasi yang digunakan Polres Bener

Meriah.
1.3.3.Untuk mengetahui efek atau damfak mediass KDRT yang ditinjau dari

tujuan Undang-Undang Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Fiqgih.

1.4. Penjelasanistilah
1.4.1.Penyelesaian
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata penyelesaian ialah

proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan,



pemecahan suatu persoalan), atau proses pemecahan suatu persoalan yang
disel esaikan dengan prose yang baik.
1.4.2.Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaar feit. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang
dimaksud denganstrafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha
untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya hingga saat ini belum
ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang
ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah
strafbaar feit adalah sebagai berikut.

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hamper seluruh perundang-undangan menggunakan
istlah tidak pidana, seperti UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan
perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini
seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misanya Mr. R.
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin,
S.H, dalam bukunya Hukum Pidana.

3. Ddlik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Dr. E.



Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni

peristiwa pidana(dalam buku Hukum Pidanal).

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum

Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjgja.*

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata figh Jinayah. figh
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenal tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf(orang yang dapat dibebani
kewgjiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci
dari Al-Quran dan Al-Hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-
tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan
peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.®

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tindak adalah langkah, atau
perbuatan, atau sesuatu yang dilakukan, menurut kamus besar bahasa Indonesia
pidana adal ah kejahata, perkara kriminal, atau perbuatan kejahatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
Sigpa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal sgja dalam pada

itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau

“Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008), him 67-68.

>Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), him 1.



kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.®

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang sigpa yang melanggar larangan
tersebut.Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidanatidak terdapat penjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak
pidana disinonimkan dengan delik, yang berasa dari bahasa latin yaitu deliktum,
dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “delik adalah
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang tindak pidana”.? Istilah tindak pidana menunjukan gerak
gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya, diatelah melakukan tindak pidana.
1.4.3.Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan ialah dengan kata dasar
keras (bersifat, berciri), paksaan. Kekerasan ialah perbuatan seseorang atau
kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut kamus besar
bahasa Indonesia arti dari kata rumah tangga ialahhal yang berkenaan dengan
kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah), dan juga hal yang berkenaan

dengan keluarga.

®Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet, 8, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008), him 59.

"Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), him54

83holihin, M Firdaus, Wiwin Y ulianingsih, Kamus Hukum Kontenporer, (Jakarta: Sinar
Grafika,2016), him.142



144 Medias

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak
atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral
yang tidak memiliki kewenangan memutus.® Goopaster mencoba mengekploitasi
lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa tetapi ia juga
menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi, kedudukan dan peran pihak
ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi. Mediasi sebagai proses negosiasi
pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan
pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan
perjanjian untuk memuaskan.*

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam
menyelesaikan suatu perselishan sebagai penasehat.! Sedangkan pengertian
perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana
kedua belah pihak dengan menyerahkan, meminjamkan atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah

timbulnya suatu perkara kemudian.*?

*Takdir Rahadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta :
PT. Grafindo Persada, 2010), him 12-13

Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Negosiasi, (Jakarta : ELIPS Project, 1993), him 201

"Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), him 640

2Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya
Paramita, 1985), him 414



Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga
yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu
pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh
kedua belah pihak. Dengan mediass maka para pihak akan duduk bersama
memecahkan masalah, korban akan terlindungi dan terlihat dalam setiap tahapan
pengamibilan keputusan.

Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris (mediation) atau penengahan, yaitu
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau
penyelesaian sengketa secara menengahi. Christpher W Moore mengemukakan
bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang
bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan
hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Khususnya tindak kejahatan dengan
“kerusakan” yang ditimbulkan masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah
“rusak” dapat dikembalikan pada keadaan semula. Restoras tersebut
memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma
penghukuman tersebut dikenal sebagai restorative justice, dimana pelaku
memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya
dan juga masyarakat. Restorative justice, dimana pelaku memperbaiki dalam
penyelesaian perkara melalui Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute
Resolution merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar
pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip win-win

solution, dan dapat dijadikan saran peyelesaian sengketa di samping penyelesaian



sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui
mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat
diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa
keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa Alternative
Dispute Resolutionhanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk
menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat
diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.™®
1.4.5.POLRES

Polres adalah singkatan dari Polisi Resort disingkat menjadi POLRES
akronim POLRES (Polisi Resort) merupakan akronim/singkatan resmi dalam
kamus besar bahasa Indonesia.
1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan pendlitian yang penulis lakukan di pustaka UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Mediasi
KDRT, tetapi penulis menemukan dalam skripsi yang lain dengan judul
Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Menurut Adat Istiadat Gayo yang di tulis oleh
Nilawati pada tahun 2003 mahasiswa Universitas Syahkuala. Dalam skripsinya
membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana KDRT dengan adat istiadat Gayo
di percaya memiliki kekuatan spiritual dalam menelesaikan suatu perkara
kekersan dengan damai, dan menyentuh, dan dibantu dengan lembaga-lembaga
gampong. Berbeda dengan penelitian ini penulis mengkhususkan kepada Mediasi

dalam kasus Tindak Pidana KDRT di POLRES Bener Meriah.

BBarda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), him 39.



Berdasarkan pendlitian yang penulis lakukan di pustaka UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Mediasi
KDRT, tetapi penulis menemukan dalam skripsi yang lain dengan judul
Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi PenalPada Tingkat Penyidikan di
POLRES Kapuas yang di tulis oleh | Ketut Widiarta, Prija Djatmika, Bambang
Sugiri pada Tahun 2012 Program Magister lImu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Maang. Dalam penelitiannya membahas tentang
Penyelesasian Perkara KDRT Meéaui Mediasi Penal, di percaya memiliki
kemampuan yang signifikan dalam menyelesaikan perkara KDRT untuk
menelesaikan suatu perkara kekerasan dengan damai, dan dalam skrips ini
berfokus kepada mediasi pena sebaga aternatif penyelesaian perkara yang
dilakukan oleh Penyidik di POLRES Kapuas. Berbeda dengan penelitian ini
penulis mengkhususkan kepada Mediasi dalam kasus Tindak Pidana KDRT di
POLRES Bener Meriah dan berfokus kepada faktor pendukung dan penghambat
mediasi yang dilakukan oleh POLRES Bener Meriah.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setigp penulisan karya ilmiah selalu mempunyai metode
dan caratertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang
hendak ditempuh adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode

ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan metode



kualitatif dan kuantitatif.'* Metode kombiasi (mixed methods) dilakukan dalam
kerangka pendekatan system yang memadukan dua tahap penelitian, yaitu tahap
perumusan nilai yang seharusnya (ideal state) dan tahap pemahaman redita
sosial.’® Oleh karena itu penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian
kepustakaan (library research) dengan penelitian lapangan (field research).

Sesual dengan tuntutan dari pendekatan sistem, maka tahap perumusan
(ideal state) dilakukan dengan merujuk Peraturan Perundang-Undangan dalam hal
ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data

primer dan skunder, maka peneliti menggunakan sumber data library research

(penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan) yaitu :

a. Library research (penelitian kepustakan). Y aitu pengumpulan data skunder
dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai
landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan
proposal skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara mengkaji buku-
buku, bahan-bahan berupa peraturanperundang-undangan, artikel, majalah

dan situs website yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana

¥Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung, Alfabeta, 2012),
him 25.
“Husni Muadz, Anatomi Sistem Sosial..., him 36.



Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Medis di POLRES Bener
Meriah. Dan data skunder diperoleh dengan penelitian lapangan.

b. Field Research (penelitian lapangan). Adalah data primer dan
merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek
pembahasan serta menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu
mengumpulkan data-data tertulis dari Polres Bener Meriah. Dengan
pendekatan kualitatif.'°Guna untuk mendapatkan penjelasan yang
berkenaan dengan mediasi sebagal proses penyelesaian kasus kekerasan
dalam rumah tangga yang seharusnya disedlesalkan melalui proses
pengadilan Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan
akan dipadukan untuk menjawab semua permasalahan penulis tetapkan
dalam penulisan proposal ini.

1.6.3. Tekhnik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk
membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan
wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.
1.6.3.1. Data Primer

a  Wawancara

Wawancara adalah upaya Tanya jawab antara pewawancara dengan yang
diwawancaral untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah

wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terencana yang berpedoman

1°Sugiono, Metode Pendlitian, Kualitatif, dan R & D, Bandung Alfabeta, 2011, him 222.



kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya®’ terkait dengan
penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus kepada Kanit serta
Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bener Meriah, korban
dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta tokoh adat.

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Polres Bener Meriah adalah:

1. AipdaEco Cristianto, selaku Kepala Unit PPA

2. Aipda Ramlan, selaku Anggota Unit PPA

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Para Tokoh Adat Gayo
Adaah:

1. Drs. Bukhari, selaku Sekretaris Mgjelis Adat Gayo

2. Ahmad Amin. Z, selaku Kepala Kampung Pante Raya

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Pelaku dan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui medias atau
perdamaian adalah:

1. MH sdlaku Pelaku KDRT dengan ST selaku Korban KDRT (/i)

2. SD selaku Pelaku KDRT dengan K S selaku Korban KDRT (/i)

3. M selaku Pelaku KDRT dengan SM selaku Korban KDRT (g/i)

4. SO selaku Pelaku KDRT dengan HL selaku Korban KDRT (s/i)

5. RI sdakuy Pelaku KDRT dengan SR selakui Korban KDRT (g/i)

6. DM selaku Pelaku KDRT dengan SH selaku Korban KDRT (g/i)

7. MJselaku Pelaku KDRT dengan RM selaku Korban KDRT (s/i)

8. Jsdaku Pelaku KDRT dengan QR selaku Korban KDRT (g/i)

YMarzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh: 2013), him57-58.



9. J sdlaku Pelaku KDRT dengan EK selaku Korban KDRT (g/i)

b. Observas

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan
data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan
penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu ransangan tertentu yang
diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu
fenomena.'® Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam
kajadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kagjadian di lapangan
dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan
yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.*

1.6.3.2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kagian kepustakaan
(library reserch), menelaah dan mempelgari buku, kitab figh, artikel, magalah,
dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan.”® Tentunya data
yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

melalui mediasi di Polres Bener Meriah.

1.7. Sistematika Pembahasan
Kerangka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang dibagi
daam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan

memperjelas ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang akan diteliti.

Ipid, him 59

9Sutomo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta,2002), him. 45.

“Moleong J. lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
him. 135.



Adapun uraian dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya
adalah sebagal berikut :

Bab Satu, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kagian
pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan bab yang memuat landasan teori yang melipuiti
pengertian mediasi,dasar hukum mediasi dalam perkara pidana, dalam hukum
isam, dan dalam hukum positif, prosedur dan mekanisme dalam proses
mediasi,pengertian kekerasan dalam rumah tangga, serta jenis-jenis kekerasan
dalam rumah tangga.

Bab Tiga, merupakan hasil penelitian yang beris penyelesaian kasus
kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, keuntungan memilih mediasi
sertafaktor pendukung dan penghambat mediasi.

Bab Empat, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian.



BAB DUA
MEDIASI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
2.1. Pengertian Medias

Daam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagal
“proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasihat”.?* Pengertian mediasi yang diberikan kamus lengkap Bahasa
Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses
penyelesaian perselishan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
Kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang
berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam
penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagali penasihat dan tidak memiliki

kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung
pengertian, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan
hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak. Penyelesaian dapat dapat

dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu.

Suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaran”
untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda

atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan,tetapi tanggung

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Cet 11, 2002), him 726



jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak

sendiri.?

“Konsep mediasi pada upaya yang yang dilakukan mediator dalam
menjalankan mediasi”.”®> Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan
pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan
tawaran mediator sebagai suatu aternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian

sengketa.

“Mediasi sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang
tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan”.?*
Goopaster mencoba mengeksploitasi 1ebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam

pengertian bahasa tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi,

kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Istilah mediasi berasal 